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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas  maka, penulis berkesimpulan bahwa : 

1. Peran Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan fungsi 

anggaran dalam menetapkan APBD belum efektif. Hal ini nampak pada 

kenyataan yang terjadi pada waktu pembahasan APBD, dimana terjadi konflik 

kepentingan baik antara legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan terjadi 

kinerja APBD menyimpang dari visi dan misi. Dalam hal ini anggota DPRD 

masih mementingkan kepentingan konstituen yang bersifat subjektif sehingga 

mengakibatkan perananan yang harusnya mereka jalankan sebagai wakil 

rakyat menjadi tidak efektif.  

2. Kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi 

anggaran terdiri dari kendala internal dan ekternal. Adapun kendala internal 

terdiri dari: (1) Jika anggota banggar satu partai dengan kepala daerah; (2) 

Anggota DPRD tidak memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya; (3) 

Tenggang waktu yang disediakan dalam penyusunan APBD sangat sedikit; (4) 

Anggota banggar hanya mementingkan kepentingan individual; (5) terjadinya 

“money follow function” dan adapun kendala eksternal yakni SKPD memiliki 

kepentingan dalam meloloskan anggaran. 
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5.2  Saran 

1. Sebaiknya anggota DPRD Provinsi Gorontalo harus lebih efektif dalam 

menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menetapkan APBD, 

dimana APBD yang ditetapkan harus benar-benar berorientasi pada 

kepentingan masyarakat karena mereka memiliki tanggung jawab dan 

memegang amanat yang telah diberikan atau dipercayakan oleh rakyat. 

2. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo harus benar-benar memiliki 

komitmen, keberanian, dan kearifan dalam menentukan anggaran sehingga 

tidak menimbulkan kendala dalam penyusunan APBD yang berdampak 

pada masyarakat. 
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